Menimbang :

'Mengingatv

SALINAN

BUPATI KARANGANYAR

PROVINSI JAWA TENGAH
' PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR /& TAHUN L0409
TENTANG '

PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAN GANYAR

‘, bahwa dalam rangka tertib admlmstrasx, akuntabilitas,

transparan31 dan kepasﬁan hukum pengelolaan Hibah dan

. Bantuan' 8031a1 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan

: 'dan Belanja Daerah maka perlu mernbentuk Peraturan Bupati -

tentang Pedoman Pembenan Hlbah dan Bantuan Sosial yang. B

. bersumber dari Anggaran’ Pendapatan dan Belanja Daerah.
1.

Undang-Undang Nomor 13. Tahun 1950 tentang.

Pembentukan Daerah  daerah Kabupaten dalam
~

Llngkungan Pr0V1n31 Jawa Tengah;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
~ Negara (Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran | Negara Repubhk

Indonesm Nomor 4286);

. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tcniang |

Perb'endahar'aanV Négara ’-(Le‘rnbaran Negara. Republik
Indonesza Tahun 2004 " Nomior 5, Tambahan Lembaran

' Negara Repubhk Indone81a Nomor 4355), :

Undang-Undang . Nomor 24 ’I‘ahun 2007 tentan'g
Penanggulangan Bencana (Lernbaran Negara Repubhk |
Indonesia ’I‘ahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonema Nomor 4723), . o
Undang-Undang ‘Nomor 11 Tahun 2009 »' vtenvtang |
Kesejahteraan ' Sosaal (Lembaran -Negara R‘epublik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lcmbaran

‘Negara Republik Indonesia Nomor 4967);



.:'v.;Undang-Undang Nomor

o ‘-'f"f"‘fNegara Republik IndoneSIa Nomor 5430)’

17 - Tahun 0‘1'3 tentang i |
"",Orgamsam Kemasyarakatan (Lembafan Negara RePUbhk: R
- vIndone31a Tahun 20 13 Nomor 116 Tambahan Lembaral’lb, R

.,.,».»;;‘yiundang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang;

| Pemermtahan Daerah (Lembaran "fNegar a Repubhk;‘f
:‘:':.Indonesxa Tahun 20 14 Nomor 244 Tambahan Lembaran'v'_j- -

‘:;,Negara Repubhk Indones1a Nomor 5587) sebagaumana
"',',".telah dlubah beberapa kall terakhlr dengan Undang-'?'*:':' "

S Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua = N

,‘;,'j;_f_:-Negara Repubhk Indonema Nomor 5679)

.:.iAtas Undang«Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang,j.i::._,‘_‘.‘,:,;»‘ :j:.:_:;‘
Zl fPemermtahan Daerah (Lembaran Negara Repubhkfjf    ”:
::Indonesm Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran{-g;_;‘: o

‘i'.’“}Peraturan Pemermtah Nomor 2 Tahun 2012 tentang“':

“ v::':'v_folbah Daerah (Lembaran Negara Repubhk Indonemafi e

f_*‘fTahun 2012 Nomor 5 ’I‘ambahan Lembaran Negara.;
Repubhk IndoneSIa Nomor 5272), S

g Negerz Nomor 13 Tahun 2006

:Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006 :

: .:-tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
,gigzivsebagalmana telah dlubah beberapa kah terakhlr dengan )
o .F-,..'peraturan Menten Dalam Negem Nomor 21 Tahun o 011

‘ entang Perubahan Kedua atas Peraturan Menterl Dalam ,

1 H.‘”Peraturan Menten Dalam Negen Nornor 32 Tahun 20111 T

i: Daera.h Sebaga1mana telah d1ubah beberapa kah:’i_f;

tentang Pedoman Pembenan H1bah dan Bantuan 8031a1 o

A..v.yang Bersumber darl Anggaran Pendapatan dan BelanJa e

',terakhlr dengan Peraturan Menten Dalam Negerl Nomor’i -
g 1:5::.123 Tahun 2018 tentang Perubahan Keempat atas‘v.j‘- |
Peraturan Mcnterx Dalam Negerl Nornor 32 Tahun 2011' R

“ ftentang Pedoman Pemberlan Hibah dan Bantuan SQSlal AR

_»yang Bersumber dar1 Anggaran Pendapatan dan Belanja




Menetapkan

11,

13.

Peraturan Menten Dalarn Negen Nomor 33 Tahun 2012
tentang Pedornan . Pendaftaran , Orgamsam

Kemasyarakatan d1 hngkungan Kementerian Dalam Negeri

‘dan Pemerintah Daerah
12.
6 Tahun 2014 tentang Pengesahan Badan Hukum

Peraturan Menten Hukum dan Hak ASasi Manusia Nomor

Perkumpulan,

Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10
Tahun 2018 tentang Hibah dan Bantuan Sos1a1
Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Karanganyar

Nomor 88 (Lernbaran Daerah Kabupaten Karanganyar

-Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Karanganyar Nomor 88);

MEMUTUSKAN:

: PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN

HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

1.
2.

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1 |

' Dalam Peraturan Bupati inij, yang dlrnaksud dengan

Daerah adalah Kabupaten Karanganyar

‘ Pemermtah Pusat adalah Presiden Republik Indone31a

yang memegang kekuasaan pemermtahan negara

Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan

menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

Dasar }Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemermtah Daerah adalah Bupatl sebagai unsur
penyelenggara Pemerlntahan Daerah yang memlmpm
pelaksanaan urusan pemenntahan yang menjadi

kewenangan daerah otonom

 Bupati adalah Bupati Karanganyar.



»..”d1smgkat SKPD adalah perangkat daerah pada Pemerxntah 1 o

dlslngkat TAPD adalah tlm yang dlbentuk dengan o

."“{Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewapban o

- 'daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerlntahan
f_daerah yang- dapat d1n11a1 dengan uang termasuk o
v"dldalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan

: dengan hak dan kewaijan daerah tersebut , :
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang_f"
Selan_]utnya dlslngkat APBD adalah rencana keuangan',_"
v;-:tahunan pemerlntahan daerah yang d1bahas dan dlsetu_]ul“

- bersama oleh Pemerlntah Daerah dan dewan Perwakllan “
i Rakyat Daerah dan dltetapkan dengan peraturan daerah..
. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selan_]utnyav "

) -_dlslngkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola R

: -keuangan daerah yang mempunya1 tugas melaksanakan'
Z.'pengelolaan APBD dan bertmdak sebaga1 bendahara ;' ‘v -
umum daerah [ e L | _
.. Satuan Kerja P'eng'elvovla Keuangan , Daerah yang‘ | _'
Aselanjutnya dlsmgkat SKPKD adalah perangkat daerah_
v pada Pemermtah Daerah yang melaksanakan pengclolaan }_ -
. APBD. _ A : v

.'f.vSatuan Ker_]a Perangkat Daerah yang selanjutnya_

E ’Daerah selaku pengguna anggaran / barang

L 10T1m Anggaran Pemermtah Daerah yang selanjutnya‘ i",v.:: :

kcputusan kepala daerah dan dlpll'npll’l olch sekretansvl‘f

1 .’ daerah yang mempunyal tugas - menylapkan ‘ serta"-b,"'“v' "
. 'melaksanakan kebljakan kepala daerah dalam rangka;/"’

o p enyusunan APBD yang a_nggotanya terd1r1 dan pejabat'f '

: .‘perencana daerah PPKD dan pejabat Iamnya sesual" ‘ ‘;}

(R E:,fvvdengan kebutuhan

1 1. Rencana Ker_]a dan Anggaran PPKD yang selanjutnyav o

\_ :leslngkat RKA-PPKD adalah- rencana ker_]a dan anggaran‘i:__-

Dmas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset " __
o e Daerah Kabupaten Karanganyar seIaku Bendahara Umum L



- e

d1smgkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan o

:anggaran D1nas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan‘ o

Rencana Ker_]a dan Anggaran SKPD yang selanjutnya B

penganggaran yang beI'lSl program, keg1atan dan anggaran h
 SKPD.. S B
:‘13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selan_]utnyaf’
" 'Vf?'dlsmgkat DPA-PPKD merupakan dokumen pelaksanaan »‘:

- Aset Daerah Kabupaten Karanganyar selaku Bendahara;';, - L

Umum Daerah

‘ ﬁ'dlsmgkat DPA SKPD merupakan dokumen yang memuat_' ".T'l o
pendapatan dan belanja setlap SKPD yang dlgunakan'_ R

Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selan_]utnya

'sebagal dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran S
15.

' "'A’Pemermtah Daerah kepada pemermtah atau Pcmermtah'_' L :

Hlbah adalah pemberxan uang/barang atau Jasa dan'

'V.f’Daerah lalnnya, perusahaan daerah masyarakat dan;_

o dltetapkan peruntukannya, bersxfat tldak Wa_]lb dan tldak' L

‘v organlsa31 kemasyarakatan yang sccara spesﬁ'lk tclah;

menglkat serta _ tldak secara terus menerus yang",

e vbertu_]uan untuk menunjang penyelenggaraan urusan -

R Pemerlntah Daerah

e
“.-vuang/ barang dan Pemermtah Daerah kepada 1nd1v1du R

; :,-,.keluarga kelompok dan/ atau masyarakat yang sxfatnya' L

. "pend1d1kan dasar sebagai pelaksana program Wa_]lb bela_]ar L

Bantuan Sosml adalah pemberlan bantuan berupa

o " tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan:’v_“}’, el
o j,;.;,_:»untuk mehndung1 dan kemungkman ter_]adlnya remkol _
17. Bantuan Operas1onal Sekolah Daerah yang selanjutnya )
o :f’_dlsmgkat dengan BOSDA adalah dana yang dlgunakan L

o : terutama untuk b1aya non personaha bag1 satuan"

‘dan dapat dlmungklnkan untuk mendanal beberapa.

L keg1atan lam sesua1 ketentuan perundang—undangan |



18. Resiko Sosial adalah kejadian atau peris_tiwa yang dapat
| menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yaﬁg
ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau
n}ias‘yaraka‘itv_ sebageii dampak krisis sosial, krisis ekonomi,
krisis polit‘ik' fenomena alam dan bencana alam yang jika
udak diberikan belanja Bantuan 8031a1 akan semakm
, terpuruk dan tidak dapat h1dup dalam kondisi wajar.
;k»19.Naskah Perjanjian Hlbah Daerah selanjutnya dlsmgkat
NPHD adalah naskah perjanpan Hlbah yang bersumber

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara
. Pemerintah Daerah dengan penerima Hibah.
20. Organisasi Kemasyarakatan yang selanJutnya disebut

" Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh

masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan
~ aspirasi, kehendak, kebllifuhan,v* kepentingan; : kegiatéri,
dan tujuan untﬁk | berpartisipaSi dalam pembangunan v
~ demi tercapamya tujuan Negara Kesatuan Repubhk

v Indone31a yang berdasarkan Pancasila.

BABII
- RUANG LINGKUP
| Pasal 2
,_'. Ruang lingkup Peraturan Bupat1 ini mehputl penganggaran,
* pelaksanaan = dan  penatausahaan, pelaporan  dan
.pertanggungjawaban serta monltormg dan evaluési
| pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
- APBD.
. Pasal 3 |
(1) Hlbah sebaga.lmana d1maksud dalam Pasal 2 dapat
| berupa uang, barang, atau jasa. -
(2) Bantuan Sosial sebagalmana dimaksud dalam Pasal 2
‘dapat berupa uang atau barang.
(3} Dikecualikan dari ketentuan Pasal 2 adalah Hibah dan
. Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD yang berasal
dari Pemerintah/Pemerintah Provinsi Yang berpedoman

pada Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Teknis tersendiri.



(1)

o _"keadﬂan kepatutan rasxonahtas dan manfaat untuk'v. o

BAB III
'HIBAH o
Baglan Kesatu SRR
Umum
Pasal 4

Pemermtah Daerah dapat membenkan Hlbah ‘sesuai ) -
. ’kemampuan Keuangan Daerah '
2

o dllakukan setelah mempr1or1taskan pemenuhan belanjav.: }}

Pcmbenan Hlbah sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) o

o : ',']_:urusan Wa_]lb dan belanJa urusan plhhan
e

T ‘vdxtujukan untuk menunjang pencapalan , sasaran T

Pemberlan Hlbah sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) ‘

A e program dan keglatan Pemermtah Daerah sesua1 urgen51 o
L ;.'v»_’dan\ kepentmgan daerah dalarn - - mendukungﬂ
' ‘Txiterselenggaranya fung81 pemenntahan pembangunan";'m'

- '_ dan kemasyarakatan dengan memperhatxkan asas

o masyarakat

@

i memenuhl kntena palmg Sedlklt

Pembenan Hlbah sebaga1mana dlmaksud pada ayat (1)

| ".::Zf’a‘.' ?peruntukannya secara spemﬁk telah dltetapkan,

- b. bersﬁat tldak Wajlb t1dak menglkat dan

C. tldak terus menerus setlap tahun anggaran kecuah

1) kepada e pemermtah pusat dalam _ rangka- R

vmendukung penyelenggaraan Pemermtah Daerah o

R untuk keperluan mendesak sesuai denganv.v

o ‘} ketentuan -,pe‘ratura‘n perundang—undangan g

E fj{dan/ atau

o ‘2)i;j}.vd1tentukan lain :; oleh 'péfa'ti.lr;inv:' :bemﬁd‘ahg»—,f

L d.ivmemberlkan nilai manfaat bag1 Pemermtah Dacrahl":’_

" . ':dalam o mendukung terselenggaranya fungsi":j'._

. pemerlntahan, pembangunan, dan kemasyarakatan L

Y odanme s

' e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.



L ﬁ_"'; : H1bah dapat dlberlkan kepada

Pemerlntah Pusat

S .Indonesua

s :dalam Pasal 5 huruf a dlberlkan kepada satuan ker_]a -

.'j:Pemerlntah Daerah Lam o e
. Badan Usaha Mlhk Negara atau Badan Usaha M111k o
'*Daerah dan/atau B L

. Badan Lembaga dan Ormas yang berbadan hukum o

Pasal 6

=:H1bah kepada Pemerlntah Pusat sebagalmana dlmaksud » .

dar1 kementenan/lembaga pemermtah non kementenan'

o | yang Wllayah kerjanya berada dalam daerah yang:

: --'-~‘»vj__»bersangkutan

@ F .
” d1maksud dalam Pasal 5 huruf b dlberlkan kepada L

daerah otonom f baru hasﬂ , pemekaran ‘daerah S .

Hibah- kepada Pemenntah Daerah Lam sebagalmana:v"“’;.'j'

bsebagalmana dlamanatkan peraturan peruridar}g- -

o : B B undangan
o

'}H1bah kepada Badan Usaha M111k Ncgara sebagalrnana’ v
o .'d1maksud dalam Pasal 5 huruf c dlberlkan dalam rangka

- untuk memngkatkan pelayanan kepada masyarakat |

sesua1 . dengan N ketentuan pcraturan s perundang— o

. :: undangan

SR dlmaksud dalam pasal 5 huruf c d1ber1kan dalam rangka )

I-hbah kepada Badan Usaha Mlhk Daerah sebagaumana .

'V ,‘untuk meneruskan Hlbah yang d1ter1ma Pemermtahn

DI ,Daerah dan Pemermtah Pusat sesual dengan ketentuan

(5)

. dlmaksud dalam pasal 5 huruf d dlbenkan kepada»fv’-'_ > .

- peraturan perundang-undangan

H1bah kepada Badan dan Lembaga sebaga.lmana: o

' Badan dan Lembaga

a. yang ber31fat nlrlaba sukarela dan 3031al yang-' "

dlbentuk : berdasarkan peraturan perundang- B

undangan



b yang ber31fat nlrlaba, sukarela dan SOSlal Yan g telahit S

- ;,mem‘hkl Surat Keterangan Terdaftar yang d1terb1tkan - L

.Yl "oleh Menten Dalam Negerl, Gubcrnur atau Bupatl e

C yang ber31fat mrlaba, ‘» sukarela dan, SOSlal S
B ,,kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/ _—

o ’v".kesatuan—kesatuan ,} masyarakat - hukum adat

B R .plmplnan 1nstan31 vertlkal atau kepala SKPD terkaxt s

(6)

r’,sepanjang mas1h hldup dan 'séSuai }de'nganu

. perkembangan masyarakat dan keberadaannyav :
diakui oleh pemerlntah pusat dan/ atau. Pemerintah

o Daerah melalul pengesahan atau penetapan dar1 S

’sesual dengan kewenangannya dan f'

d. ‘kOpera81 yang d1d1r1kan berdasarkan ketentuan -

; "-]peraturan perundang—undangan “dan memenuh1

krltcna Yang dltetapkan oleh Pemermtah Daerah e
'sesual dengan kewcnangannya ' L -

Hlbah kepada Ormas yang berbadan hukurn Indonesaa ’

e sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 5 huruf d d1ber1kan

kepada Ormas yang berbadan hukum Yayasan ’:

_ /berbadan B “bh'ukum Perkumpulan . yang telah o

o . mendapatkan : pengesahan ' badan ‘ hukum Cdari

o kementerlan yang mernb1dang1 urusan hukum dan hak -

adat sebagalmana dlmaksud pada ayat (5) huruf c»‘ . L

o ‘asam manus1a sesua1 peraturan perundang-undangan
M

sukarela dan sosml kemasyarakatan berupa kelompok R

Hlbah kepada Badan dan Lembaga yang ber31fat mrlaba o

‘masyarakat/ kesatuan-kesatuan masyarakat hukum

termasuk dldalarnnya hlbah bldang keagamaan

Pasa17

Hlbah bldang keagamaan sebagalmana dlmaksud dalam

B ’_'-Pasal 6 ayat 7) dapat dlbenkan kepada 1embaga -

-‘ a tempat 1badah mehputl :" maspd/ mushola/langgar, v

gereja/ kapel pura, v1hara/ klenteng, ma;ehs takhrn

dan sejemsnya, dan

- -b 1;b Lembaga keagarnaan



(2) Hibah bidang keagamaan‘dapat dlgunakan untuk:

" a. pembangunan dan/atau rehabilitasi tempat ibadah

dan majelis taklim dan sejénisnya

~ b. pengadaan sarana dan prasarana tempat 1badah

(3)

majelis taklim dan sejenisnya; dan

C. mendukung keglatan pada lembaga keagamaan dan

se_| emsnya

Persyaratan hibah tempat 1badah

-a. rekomenda31 dari Kepala Kantor Kementerian Agama,

" b. memiliki Surat ljin Rumah lbadah/Tanda Daftar

Tempat Ibadah/ IMB Rurnah Ibadah atau dokumen
lamnya yang sejenis;

c. mcmlllkl surat keterangan domisili dan Kepala Desa/
Lurah setempat atau sebutan lamnya yang dllegahsa31

oleh Camat

d. memiliki susunan kepengurusan, dan

- e. proposal yang sekurang kurangnya memuat nama,

(1)

alamat, kegiatan, rencana anggaran blaya (RAB), dan

nomor kontak person.

Pasal 8
Hibah kepada Badan dan Lembaga dlbenkan dengan
persyaratan paling sedikit:

a. mem1hk1 kepengurusan yang jelas di Daerah

b, mem111k1 surat keterangan dom15111 dari lurah /kepala

@

desa setempat; dan

c. berkedudukan dalam w11ayah admlmstram Pcmermtah
Daerah dan/ atau badan dan lembaga yang
befkedudukan - di luar - wilayah  administrasi
Pemerintah Daerah dalam rangka menunjang -
pencapalan sasaran program dan kegiatan Pemerintah
Daerah pemben Hibah.

Hlbah kepada Ormas sebagaumana dlmaksud dalam

Pasal 6 ayat (6) dlbenkan dengan persyaratan paling |

- sed1k1t

a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi

urusan hukum dan hak asasi 'manusia;



_ b.berkedudukan dalam wilayah administrasi Daerah;

o c. 'mefniliki s}ekréfafiat»tév_tiapndbi Daérah;

Bag1an Kedua J
Batasan beah
Pasal 9

(1) Pembatasan Hlbah kepada Kopera81 " sebagalmana; o

; v'dlmaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf d dlatur sebagal- i o o

o .berlkut

. b‘v.;-vpemanfaatan beah bempa uang dllarang untuk
o 1) blaya operaswnal P »" o
2y rehab/ pembangUnan gedung kantor, : >

'3) pembehan kendaraan, dan

| 4) pembehan aset tanah dan/ atau bangunan

| '”ayat (1) harus memenuh1 kr1ter1a sebagal bcrlkut

o o : a.*ﬂmerupakan Kopera31 yang berkedudukan d1 Daerah

a untuk Hlbah berupa uang d1batas1 sarnpau dengan‘ :

S Rp150 000. 000 00 (seratus hma puluh Juta ruplah), B

ik vj'-:f‘(é)f‘Koperasl penenma Hlbah sebagalmana dxmaksud pada‘_’ .

o .'v'»b;a‘koperam telah berbadan hukum mmnnal 2 (dua) S

-,.;:'tahun yang d1bukt1kan dengan fotokopl akta.
o »pendlrlan dan keputusan tentang Pengesahan Badan

' Hukum Kopera51, o

”:_:ﬁ:c_':ftelah melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT), S

L mmlmal 2 (dua) tahun terakhlr berturut—turut

o "'vf““"' d belum pernah mendapatkan bantuan dana SGJCHIS;

R f'iv_atau , sudah pernah mmlmal (dua) tahun' o

e sebelumnya,- yang dlbukukan _‘ dengan , surat - , o

| jjpernyataan tertuhs dan Koperas1 yang bersangkutan,
:e; mem111k1 perangkat orgamsaSl yang - terd1r1 darll-'
L pengurus dan pengawas dengan penode yang masih

PR 'berlaku dan d1legahs1r oleh SKPD yang berwenang: .

- . v‘:'mem111k1 daftar anggota yang Jelas,

’g."rnemlhkl tempat kedudukan dan alamat yang Jelas,i:_.“_ e

vserta sarana kerja yang memadal, S



h. profil koperas1 calon penenma Hlbah yang ber151 data
kelembagaan usaha, dan keuangan;
i mem111k1 rekening Bank yang ditunjuk ‘oleh
| Pemermtah Daerah, yang ma51h aktlf atas nama
koperasu dan o
’j. memenuh1 persyaratan penerima Hlbah sésuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

. Bagian Ketiga B
| Péngahggaran |
| B ~ 'Pasal 10 v . ,
(1) Pemerintah Pusat, Pcmerintah Daerah lé_in, Badan Uséha
o Milik Negara atau Badan Uéaha Milik Daerah, Badan "dan

‘Lemb'aga serta Ormas Sebagaihiana dimaksud dalam

~ Pasal 5 menyampaxkan usulan Hlbah secara tertulis

kepada Bupatl

(2) Bupat1 menunjuk SKPD terkalt untuk melakukan -

evaluasi usulan sebagmmana dimaksud pada ayat (1).
(3) Kepala SKPD terkait sebagalmana dlmaksud pada ayat
(2) rﬁenyampaikah hasil evaluasi benipa rekomendasi
- kepada Bupatl melalm TAPD. v , |
(4) TAPD memberikan pemmbangan atas rekomendasx
sebagalmana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan

: prioritas dan kemampuan Keuangan Daerah.

| Pasal 11 -
(1) Rekomendasi Kepala S_KPD dan pertimbangah TAPD
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan ayat
-(4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran Hibah
~ dalam rancangan KUA dén PPAS. |

' (2) Pencantuman alokasi anggaran 'sebagaimana‘ dimaksud
pada ayét (vl) meliputi ahggaran Hibah berupa uang,

_ barang, dan/atau jasa. - | | |
(3) Format Rekomenda31 Kepala SKPD dan pertlmbangan
TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum

dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.



Pasal 12

(1) Hibah berupa uang dlcantumkan dalam RKA- PPKD

(2) beah berupa barang atau jasa dlcantumkan dalam

RKA-SKPD

(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaxmana dlmaksud pada

-

@

(3)

ayat (1) dan ayat (2) menjad1 dasar penganggaran H1bah
dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan

| Pasal 13 v
Hibah berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal
12 ayat (1) dianggarkan dalam kelompok belanja tidak

‘langsung, jenis belanja hibah, obyek belanja hibah, dan

rincian obyek belanja hibah pada PPKD.

Obyek belanja hibah dan rincian obyek belanja hibah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

a. Pemenntah Pusat; |

b. Pemermtah Daerah Lam

c. Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha M111k
" Daerah; dan/atau | o -

d. Badan, Lembaga dan Orgamsas1 Kemasyarakatan
yang berbadan hukum Indonesia. | |
Hlbah berupa barang atau Jasa scbagaumana dimaksud
dalam Pasal 12 ayat (2) dlanggarkan dalam kelompok
belanja langsung yang diformulasikan ke dalam program
dén kegiatah yang diuraikan kedalam jenis belanja
barang dan jasa, obyek belanja hibah barang atau jasa
dan rincian obyek belanja hibah barang atau Jasa yang
diserahkan kepada pihak kctlga/ masyarakat pada SKPD.

Pasal 14

Bupati mencantumkan daftar nama penerima, alamat

| penerlma dan besaran Hibah dalam. Lamplran Peraturan

- Bupati tentang Penjabaran APBD



| Bagian Kéempat
- Pelaksanaan dan Penatausahaan
| Pasal 15 '

(1) Pelaksanaan anggaran Hibah berupa uang berdasarkan

atas DPA-PPKD.

f,}(2) Pelaksanaan anggaran Hlbah berupa barang atau Jasa

| ‘-._.(1)

(2)

berdasarkan atas DPA-SKPD.

Pasal 16
Set1ap pembenan H1bah dltuangkan dalarn NPHD yang
dltandatangam bersama oleh Bupati atau Pejabat yang
dltunJuk dan penenma Hibah.
NPHD - sebagaxrnana dimaksud pada ayat (1) pahng
sedikit memuat ketentuan mengenm
a. 1dent1tas pemberi dan penemma Hibah;
b. tujuan pemberlan Hibah;
c. besaran/rmman penggunaan hlbah yang akan

diterima;

~d. hak dan kewajiban para plhak

(3)

e. tata cara penyaluran/ penyerahan Hlbah dan

f. tata cara pelaporan Hibah.

Penandatanganan NPHD diatur sebagm benkut v

a. Nilai Hibah lebih dari Rp50 000.000,- (lima puluh Juta
rupiah) ditandatangani oleh Bupati;

b. Nila;' Hibah sampai dengan RpS50.000.000,- (Iima

puluh‘ juta rupiah) ditandatangani oleh Kepala SKPD,
kecuali pada Sekretariat Daerah dltandatangam oleh
Asisten Sekretaris Daerah yang membldangl

(4) Format NPHD sebagaimana -tersebut pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupat1 ini.

 Pasal 17

(1) Bupati menetapkan daftar penenma h1bah beserta

besaran uang atau Jems barang atau jasa yang akan
dihibahkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan
peratui'én daerah »tventang‘APBD dan pératuran bupati
tentang penjabarah APBD. |



(2') Daftar penerima hibah Sebagaimana dimaksud pada ayat

* (1) menjadi dasar penyaluran/penyerahan hibah.
(3) Penyaluran / penyerahan hibah dari Pemerintah Daerah
kepé.da ‘. penerima hibah = dilakukan setelah
penandatanganah NPHD. = S

(4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan

mekanisme pembayaran langsung (LS) sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan

. N Pasal 18 N o
Pengadaan barang | dan Jasa dalam rangka" hibah
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) berpedoman

pada peraturan perundang—undangan

: Bagian Kelima
~ Pelaporan dan Pertanggﬁngjawaban
~ Pasallo -
(1>) Penerima Hibah berupa uang ﬁienyémpaikan -laporan
~ penggunaan hibah kepada Bupati melalui PPKD dengan
tembusan SKPD terkait. |

(2) Penerima Hibah berupa barang atau jasa ményé.thpaikan

laporan penggunaan hibah kepada Bupati melalu1 Kepala

SKPD tcrkaJt

_(3) Format Iaporan sebagaumana dlmaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) sebagaimana tersebut dalam Lampiran

- Peraturan Bupati ini.

Pésal 20
(1) Hibah berupa uang dlcatat sebaga1 reahsas1 jenis belan_]a
Hibah pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
(2) Hibah berupa barang atau jasa dlcatat sebagai reahsasi
 obyek belanja Hibah pada jénis_belanja barang dan jasa
' dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

o . ~ Pasal 21 - |
(1) Pertanggungjawaban atas pemberian Hibah meliputi:

“a. usulan dari calon penerima Hibah kepada Bupati;



B b Keputusan Bupat1 tentang penetapan daftar penerlma o

N NPHD

d. Pakta Integntas dar1 pener1ma hlbah yang menyatakan o

bahwa Hlbah yang dltenma akan dlgunakan sesual"iv"_f:‘:‘ o

L ) _'dengan NPHD; dan

‘e.ﬂ :buk'u transfer uang atas pembenan Hlbah berupa uang» o

| ‘atau bukt1 serah tenma barang/ _]asa atas pembenan:’_. o |

: __"»_"hlbah berupa barang/ Jasa

() Usulan dar1 calon penerlma ' Hlbah sebagalmana_ o

B .dlmaksud pada ayat (1) khusus untuk Hlbah dan dana S
o BOSDA kepada sekolah swasta/madrasah dldasarkan*:

- pada aloka31 Hlbah yang telah dltetapkan sesuai dengan_‘ '

E 1ndeks blaya dan Jumlah SISwa T

a (3)'vFormat Pakta Integrltas sebagalmana dlmaksud pada" .

o - ayat (1) tercantum pada Lamplran Peraturan Bupau ini.

o Pasal 22

. ,"_(1) Penenma Hlbah bertanggung Jawab secara formal danv[ R

| L matenal atas penggunaan beah yang dlterlmanya
(2) Pertanggung]awaban penerlma Hlbah mehput1

a laporan penggunaan Hlbah

' b surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan 5';'

"-»”]jbahwa Hlbah yang dltenma telah dlgunakan sesuai - o

'NPHD dan

- \v'_ivv(b;:.v"buktl-buktl pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai R

- }_-fperaturan perundang-undangan bagl penerlma beah | R

’ bcrupa uang atau sahnan bukt1 serah tenmafjﬁ

S barang /] Jasa bag1 penerlma I—Ilbah berupa barang/ Jasa N

,(4j b Apablla sampal berakhlrnya tahun anggaran ma31h":;.

B :1 terdapat sxsa dana h1bah yang belum dlpergunakan,'v .

E '_,maka penerlma H1bah Wajlb menyetor kembah sisa dana" (TR

" hibah ke rekemng Kas Daerah Kabupaten Karanganyar

v v(v5_) . Format surat pernyataan tanggung Jawab sebagalmana o .

o 'dlmaksud pada ayat (2) huruf b sebagalmana dlmaksud_f‘h-’_:‘,f' '

- _‘ pada Lamplran Peraturan Bupatl 1n1



ta ;,_sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf

| ";b dlsampalkan kepada Bupat1 palmg larnbat tanggal 10 o

Kelengkapan dokumen pertanggung]awaban_' ;

v?_(sepuluh) bulan Januarl tahun anggaran berlkutnyaj -

. " kecuah d1tentukan lam sesua1 peraturan perundang- -

"}‘undangan R

MK
sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) huruf c d1s1mpan S

. dan dxpergunakan oIeh penenma Hlbah selaku obyek o

. (1_)
o Pemermtah Daerah da.lam tahun anggaran ber kenaan
@) .
- vvpenenma Hlbah sampax dengan akh1r tahun anggaran» o

"3 berkenaan d11aporkan sebaga1 persedlaan dalam neraca J‘

Kelengkapan | dokumen pertanggung]awaban'

’ '-g}.iv-’pemenksaan

Pasal 23

'Reallsam Hlbah dlcantumkan pada laporan keuanganbf

Hlbah bempa barang yang belum d1serahkan kepada B )

o Pasal 24

(1) Reahsam . H1bah berupa barang dan/ atau ' _]asa_j
dlkonver81kan sesua1 standar akuntan81 pemerlntahan} .

pada Iaporan reahsas1 anggaran dan d1ungkapkan padav*}

catatan atas laporan keuangan dalam penyusunanbb

(2) Format konver81 dan pengungkapan Hlbah berupa o

laporan keuangan Pemerlntah Daerah

barang dan/ atau Jasa sebagalmana dlmaksud ayat (1) ’1 1

. 'f tercantum pada Lamplran Peraturan Bupat1 ml.‘_ S o

BAB Iv R
BANTUAN SOSIAL
Baglan Kesatu
Umum
Pasal 25

(1) Pemerlntah Daerah dapat memberlkan Bantuan Sosxal

kepada anggota / kelompok masyarakat _ sesua1

kemampuan Keuangan Daerah



(2) Pemberlan Bantuan Sosml sebagalmana dimaksud pada
ayat ( 1) dllakukan setelah mempnorltaskan pemenuhan
"belanja urusan wa_ub dan urusan pilihan dengan
memperhatlkan asas keadllan kepatutan raswnahtas

dan manfaat untuk masyarakat

. Pasal 26 ,
.Anggota/ kelompok masyarakat sebagaimana ~ dimaksud
- dalam Pasal 25 ayat (1) meliputi: | |
a. individu, keluarga, dan/ atau masyarakat yang mengalam1
keadaan yang tidak stab11 sebaga1 akibat dari krisis sosial,
ekonomi, poht1k bencana, atau fenomena alam agar dapat
~ memenuhi kebutuhan h1dup mmlmum, . :
b. lembaga non pemermtahan _ bldang :pe'ndidika‘n,
o keagamaan, dan - bidang‘} lain yang berperan untuk
mehndung1 1nd1v1du, kelompok dan / atau masyarakat dan

’ kemungkman terJadlnya Resﬂ{o Sosial.

: Pasal 27
(1) Bantuan Sosxal berupa uang kepada 1nd1v1du dan/ atau
- keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a,
terdiri dan Bantuan Sosial kepada individu dan/atau
‘ keluarga yang dlrencanakan dan yang tidak dapat
direncanakan sebclumnya ' ’ '
-(2) Bantuan Sos1a1 yang dlrencanakan sebagaimana
| dimaksud pada ayat (1) dlaloka31kan kepada individu
dan/atau keluarga yang sudah Jelas nama, alamat
‘penenma dan besarannya pada saat penyusunan APBD.
(3) Bantuan Sosial yang direncanakan sebagalmana
| dlmaksud pada ayat {1) berdasarkan usulan dari calon
penenma dan/ atau atas usulan kepala SKPD.
(4) Jumlah pagu usulan- kepala SKPD sebagaimana |
dlmaksud pada ayat (3) paling tinggi 50% (lima pﬁluh
persen) dari pagu Bantuan Sosial yang berdasarkan

usulan dari calon penerima.



’,(5)

(6)

(1)

(2)

@

- @)

Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan
sebelumnya sebagalmana dlmaksud pada ayat (1)
dialokasikan untuk kebutuhan akibat Resiko Sosial yang
tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD
yang .. apabila - ditunda  penanganannya akan
menihibulkan Ré‘sivko Sosial yang lebih besar bagi_
individu dan/atau keluarga yang bersangkutan. |

Pagu alokasi anggaran yang tldak dapat. dlrencanakan
sebelumnya sebagalmana dlmaksud pada ayat (5) tidak
melebihi pagu alokasi anggaran yanng direncanakan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

‘ _ Pasal 28
Pémberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 25 ayat (1) memenuh1 kntena paling sedikit: |
a. selektlf _ o
b. memenuhx persyaratan penerima bantuan;
c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali
dalam keadaaﬁ tertentu dapat berkelanjutan;
d. scsuéi tiljuan penggunaan. | '
Kntcna selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a diartikan bahwa Bantuan Sosial hanya diberikan
kepada calon penerima yang dltuJukan untuk melmdungl :
dari kemungkinan Rcsﬂ(o Sosial.
Kntena persyaratan penerima bantuan sebagalmana
dimaksud pada ayat (1) huruf b ‘meliputi: |
a. memiliki identitas yang Jelas dibuktikan dengan foto
kop1 Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu Keluarga
(KK), . .
b. berdomisili dalam w1layah Daerah dlbuktlkan dengan
Surat Keterangan Lurah/Kepala Desa setempat. |
Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus
sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) huruf c diartikan
bahwa pembenan Bantuan Sosial tidak Wajlb dan tidak

harus diberikan setiap tahun anggaran.



Fh

(5)
.dlmaksud pada ayat (1) huruf c dlarukan bahwa'

Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaumana

'.:'Bantuan Sos1a1 dapat d1ber1kan setlap tahun anggaran
sampa1 penenma bantuan telah Iepas dan Re31ko Sosial.
'lKrlterla : sesua.t tu_]uan : penggunaan ’ sebagalmanaf _

vdlmaksud pada ayat (1) huruf d bahwa tujuan pemberlan “

e Bantuan 8031al mehputl

oooo

' b perlmdungan soswll

. pcmberdayaan 3031al

o d Jamman soswl

’ ",c penanggulangan kemlsklnan dan v

o __('11»

o8 ayat (6) huruf a d1tu_]ukan untuk memuhhkan dan

f. penanggulangan bencana

o Pasal 29

Rehablllta31 sosml sebagalmana dimaksud dalam Pasal

. - mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalamiﬂ

dlsfung81 SOSIal _ agar » dapat melaksanakan fung31

o "'v._,sosmlnya secara Wa_]ar .
. (2) vPerhndungan sosml sebagalmana dlmaksud dalam Pasal o
.   28 ayat (6) huruf b dltujukan untuk mencegah dan‘» '

- menangam res1ko dari guncangan dan kerentanan sos1a1 o

| »seseorang, keluarga kelompok masyarakat ’agar'\_ |

| 'f_.kelangsungan hldupnya dapat d1penuh1 sesual dengan:' .

= _’ _kebutuhan dasar m1n1ma1
@

" Pasal 28 ayat (6) huruf c dltujukan untuk men.]adlkan;’ o

Pemberdayaan soswﬂ sebagaumana dlmaksud dalam |

_. seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami

masalah SOSIal mempunya1 daya sehmgga rnarnpu )

h | 'memenuhl kebutuhan dasarnya
@

vf;ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga .

Jamman sosxal sebagalmana dlrnaksud dalam Pasal 28 o

untuk men_]amm penerlrna bantuan agar dapat

. }_ " 'v'memenuhl kebutuhan dasar hldupnya yang layak o



(5)

Penahggulémgan kemiskinan :sebag'aimanab dimaksud

- dalam Pasal 28 ayat (6) huruf e meri.;pakan kebijakan,

©)

program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang,

keluarga, kélompok masyarakat yang tidak mempunyai -

atau ‘mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak

dapat memenuhi kebutuhan yang layak - bagi

kemanusiaan.

‘Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 28 ayat (6) huruf f merupakan serangkalan upaya'

- yang dltujukan untuk rehab111tas1

.(1)

‘Pasal 30

Bantuan Sosial dapat berupa uang atau barang yang}

“diterima langsung oleh penerima Bantuan Sosial.

(2)

Bantuan Sosial berupa uang sebagalmana dimaksud

- pada ayat (1) ‘adalah uang yang diberikan secara ,

langsung kepada penerlma seperti beasiswa bagi anak

| miskin, yayasan pengelola yatiﬁl piatu, nelayan fniskin,

3)

masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat ‘dan

tunjangan kesehatan putra-putri pahlawan yang tidak

mampu. |
Bantuan Sosial berupa barang sebagaimana dimaksud

pada ajrat {1) adalah barang yang " diberikan secara

langsung kepada penenma seperti bantuan kendaraan
voperasmnal untuk sekolah luar blasa swasta dan

masyarakat - tidak mampu, bantuan perahu untuk

nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada

(1)

yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi. kelompok:

masyarakat kurang mampu.

Bagian Kedua
- Penganggaran
Pasal 31
Anggota/kelompok ’maSYarakat menyampaikan usulan:

tertulis kepada Bupati.



'I‘APD sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) tercantum - _

R (2)

Bupatl menunjuk SKPD terkalt untuk melakukan :

»,verlﬁkam usulan tertuhs sebagalmana dlmaksud padalv_ E
ayat (1). Lo o
,‘Kepala SKPD terkalt sebagaumana dlmaksud pada ayat »

S ;"';(2) menyampalkan hasﬂ evalua51 berupa rekomendam o .

o kepada Bupat1 mela1u1 ’I‘APD

@

'TAPD memberlkan pertlmbangan atas rekomendasn

"sebagaxmana dlmaksud pada ayat (3) sesua1 dengan’ c

vpr1or1tas dan kema.rnpuan Kcuangan Daerah

sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 31 ayat (3) dan ayat .v ‘,

. . Pasa132 L v
Rekomenda31 kepala SKPD dan pertlmbangan TAPD

@) menjadl dasar pencantuman aloka51 anggaran

S ‘,v'f»Bantuan Sosxal dalam rancangan KUA dan PPAS.
@

- pada ayat (1), mehputl anggaran Bantuan Somal berupa o

Pencanturnan aloka81 anggaran sebagalmana dlmaksud'- s

v A:’uang dan/ atau barang

'Format Rekomenda31 Kepala SKPD dan pertlmbangan'

o dalam Lamplran Peraturan Bupat1 1n1

7f (2)

Pasal 33

PPKD

Bantuan Sosml berupa barang dlcantumkan dalam RKA- S
_v v*7SKPD
)

RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagalmana dlmaksud pada A

’ _ayat (1) dan ayat (2) menjadl dasar penganggaran‘

v"_v‘:'Bantuan Sos1al dalam _ APBD “sesuai peraturan'

o perundang—undangan |

W

o kelompok belanJa tldak langsung, _]enls belanja Bantuan o

Pasal 34

'Bantuan Soswl berupa uang dlanggarkan dalam

. "Sosxal obyek belan_]a Bantuan 8031al dan rincian obyek

: -ti‘v.{belanja Bantuan Sosw\l pada PPKD

Bantuan SOSIal berupa uang dlcantumkan dalam RKA- -

3¢?XU



(2) Ob_]ek belanja Bantuan Sosml dan rincian obJek belanja
- Bantuan Somal sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) :

= mellputl

a. 1nd1v1du dan/ atau keluarga, . o

o b masyarakat dan
o c lembaga non pemerlntahan

(3) Bantuan 8031a1 berupa barang dlanggarkan dalam '

_kelompok belan_]a langsung yang dlformulaSIkan ke
dalam program dan keglatan, yang d1ura1kan ke dalarn
_]ems belan_]a barang dan _]asa obyek belanJa Bantuan

. Sosual barang dan rmman obyek belan_]a Bantuan Sos1a1 .

barang yang dlserahkan ‘ kepada plhak ketlga/
»masyarakat pada SKPD S

Pasal 35

k Bupat1 mencantumkan daftar nama penenma, ‘ a;léhiat
penenma dan besaran Bantuan 8051al dalarn Lamplran" : _
- Peraturan Bupatl tentang Penjabaran APBD ‘tidak termasuk;. | N
":Bantuan Sos1al kepada 1nd1v1du dan/atau keluarga yang

. -tldak dapat dlrencanakan sebelumnya

Bag1an Ketlga o _
Pelaksanaan dan Penatausahaan
o Pasal 36 :

(1) Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosml berupa uang '.

berdasarkan atas DPA PPKD

(2) Pelaksanaan anggaran Bantuan Sosxal berupa barang”-‘ -
o berdasarkan atas DPA—SKPD ’

Pasal 37 g

. (1) Bupatl menetapkan daftar penenma dan besaran_’_':

-vBantuan 8051a1 dengan Keputusan Bupatl berdasarkan :

Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupatl v

| »tentang penJabaran APBD



€ ¢

(2)

) d1dasarkan pada daftar penerlma Bantuan Sosual yang: . .

dlmaksud pada ayat (1), kecuah Bantuan Sosxal kepada

Penyaluran dan/atau penyerahan Bantuan SOSla]: R
tercantum dalam Keputusan Bupatl Sebagalmana o

PR 1nd1v1du dan/ atau keluarga yang tldak dapat -

o dlrencanakan sebelumnya sebagalmana d1maksud dalam‘ - ’

| Pasal 27

- ‘dan/ atau keluarga yang tldak dapat dlrencanakanv )

Penyaluran / penyerahan Bantuan 8051al kepada 1nd1v1du: S

‘;“sebelumnya sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 27 -

"’dldasarkan pada permmtaan tertuhs dari 1nd1v1du R

. dan/ atau keluarga yang bersangkutan atau surat -

B vf,keterangan darl pe_]abat yang berwenang serta mendapat f

o persetujuan kepala daerah setelah dlvenﬁka31 oleh SKPD o o '
I ;'terkalt o C . o
@

. :,pencalrannya dapat dllakukan ' mela1u1 mekan_lsmev IR
S -tarnbah uang (TU) B B : ;

o »-‘:"v‘,Bantuan Sos1a] sebageumana dlmaksud pada ayat (4), 1

Pencalran Bantuan Soswl berupa uang dtlakukan
A : - dengan cara pembayaran langsung (LS)

‘ »Dalam hal Bantuan Sosual berupa uang dengan n11a1"
e ,'Hsampeu dengan Rp 5 000 OOO OO (llma Juta ruplah),':- e

Penyaluran ‘dana - Bantuan Sos:al kcpada penerlma o

'fdllengkapl dengan kultan81 bukt1 penerlmaan 5uang -

| Bantuan 8081al

Pasal 38

Pengadaan barang dan _]asa dalam rangka Bantuan Soswll i

.(1)

sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 3 ayat (2) berpedoman _

o pada ketentuan peraturan pcrundang-undangan

_ Baglan Keempat
Pelaporan dan Pertanggung]awaban
' Pasal 39 )

Iaporan penggunaan Bantuan SOSIal kepada Bupatl "

B ‘}._melalzu; PPKD dengan tembu_san Kepala SKPD terkait. -_

Penenma Bantuan Sos1a1 berupa uang menyampalkan » n



“

(2)

Penerima Ba’ntuan‘ Sosial berupé'barai‘ig ményampaikah -

| laporan penggunaan Bantuan 8031a1 kepada Bupati
" melalui kepala SKPD terka.lt

(3)

Format laporan sebagalmana d1rnaksud pada ayat (1)

dan ayat (2) sebagalmana tersebut dalam Lampiran

~ Peraturan Bupati ini.

(1)

(2)

Pasal 40

Bantuan Sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi

jenis belanja Bantuan Sosial pada PPKD dalam tahun

anggaran berkenaan

'Bantuan Sosial berupa barang dicatat sebaga1 realisasi

- obyek belanJa Bantuan Sosial pada jenis belanJa barang "

(1)

dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.

Pasal 41

PPKD membuat rekapitulasi penyaluran Bantuan Sosial

‘kepada individu dan/atau keluarga ‘yang tidak dapat

~direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam.

. Pasal 27 paling lambat tanggal S (lima} Januan tahun

: anggaran benkutnya

(2)

(1)

Rekapxtulam sebaga_tmana dimaksud pada ayat (1)
memuat nama penerima, alamat dan besaran Bantuan»
Sosial yang dltenma oleh masing-masing individu

dan/atau keluarga.

Pasal 42

Pertanggung]awaban pemberian Bantuan Sosial meliputi:

a. usulan/ permlntaan tertuhsv dari calon ~ penerima

Bantuan Sosuﬂ atau surat kcterangan dari pejabat

yang berwenang kepada Bupati;

- b. Keputusan Bupati tentang penetapan daftar penerlma

Bantuan Sosial disertai nama dan alamat yang jelas
penerima bantuan serta peruntukan bantuan;

c. Pakta Int_egritas'dari 'penerima Bantuan Sosial yang
rnenyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima

akan digunakan sesuai dengan usulan; dan




~ d.bukti transfer/kuitansi f, penyerahan uang | atas
pemberian Bantuan Sosial berupa Uang bermaterai
cukup atau bukti serah terima barang atas pemberian
Bantuan Sosial berupa barang
(2) Kelengkapan " dokumen Pertanggungjawaban
sebagaimana dimaksud peida ayat (1) huruf b dan huruf
¢ dikecualikan terhadap Bantuan Sosial bagi individu
dan/ atau keluarga yang tldak dapat direncanakan
| sebelumnya v
" (3) Pakta Integntas s"ebagaimana’ V, dimaksud pada ayat (1)

huruf ¢ tercantum dalam Lampii'an Peraturan Bupati ini.

v ‘ ~ Pasal43 o ‘

(1) Penerima Bantuan Sosial bbeftanggu'n'gjawab secara
formal dan material atas penggunaan Bantuan Sosial
yang chtenmanya ‘ ‘ ’

(2) Pertanggung]awaban penerimai Bantuan Sosial meliputi;

. a laporan pengguhaan Bantuan Sosial oleh penerima

Bantuan Sosial; v ,
~ b. surat pernyataan tanggung;awab yang menyatakan
bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah dlgunakan
sesual dengan usulan, dan _
- C. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai
peraturan  perundang-undangan bagi penerima
v Bantuan Sosial berupa uang atau salinan bukti serah
terima barang'bagi penerirﬁa Bantuén Sosial ‘bex"upa
barang. ’

(3) Pertanggung]awaban sebagaimana dlmaksud pada ayat

2 huruf a dan huruf b dlsampalkan kepada Bupati
paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran

~ berikutnya, keci;ali ditentukan lain sesuai peraturan
| perundang-undangan |

(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c dlslmpan dan dlpergunakan oleh penerlma

* Bantuan Sosial selaku obyek pemerlksaan



LN U

(5)

Format surat pernyataan tanggung Jawab sebagalmanal L

dlmaksud pada ayat (2) huruf b sebagalmana Lamplran’ |

W

keuangan Pemermtah Dacrah dalam tahun anggaranv_’ .

o _Peraturan Bupat1 ini-

Pasal 44

Reallsa51 Bantuan 8031a1 dlcanturnkan pada laporan e

’berkenaan . :

Bantuan 8051a1 berupa barang yang belum dlserahkan ,‘ |

 ~ kepada penenma Bantuan 8031a1 sampa1 dcngan akh1r. ‘

_.fsesual standar akuntanm pemermtahan pada laporan

- f laporan kcuangan dalam penyusunan laporan keuangan . C

tahun ’ anggaran ‘; berkenaan : dllaporkan sebagal_ o

A persedlaan dalarn neraca.

Pasal 45

Reahsam Bantuan Sos&al berupa barang dlkonver31kan o |
L reallsa81 anggaran dan dlungkapkan pada catatan atas, -
B Pemermtah Daerah

_ berupa barang sebagalmana dlmaksud “pada ayat (1) - )

Format konvers1 dan pengungkapan Ba.ntuan Sosw\l ‘:

tercantum pada Lamplran Peraturan Bupatl ini.

(1)
ST pemberlan Hlbah dan Bantuan Sosml
' ""pemberlan Hlbah dan Bantuan 8031al sebagalmana '

o d1maksud pada ayat (1), Kepala SKPD dapat membentukb.{

R BAB V
[ MONITORING DAN EVALUASI
' Pasal 46

SKPD terkaxt melakukan momtorlng dan evalua81 atas' o

Dalam rangka pelaksanaan momtormg dan evaluam

T ‘vT1m Momtormg dan Evalua31
pada ayat (1) d1sarnpa1kan kepada Bupatl dengan'_" '

Hasﬂ momtormg dan evaluasx sebaga1mana dlmaksudv: i

i »tembusan kepada SKPD yang mempunyal tugas ‘dan

- fungs1 pengawasan



o KETENTUAN PENUTUP

v _:"j"'v.:fz.Peraturan bBupatl oL | mu1a1 berlaku pada tanggalia S

:‘,f",:_dlundangkan , L ’. | S

e Agar - setiap orang mengetahumya,* memenntahkaﬂ
;‘pvengundangan Peraturan Bupatl ini dengan penempatannya RN

»:-;dalam Benta Daerah Kabupaten Karanganyar

ﬁi:—',;JUL'IYATMdNO?f;f' - |

Dlundangkan- di Karanganyar i
f"-pada tanggal (0 'F&é ‘(L(.M/l 0?/00(«0 5
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGANYAR

03415 9é903 1 009
\x_}) _




;-_._;LAMPIRAN o T
 PERATURAN BUPATI KARANGANYAR
~ 'NOMOR /6 TAHUN ozoot.o

~ TENTANG L | -

' PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH 'DAN
~ BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER
~ DARI' ANGGARAN" PENDAPATAN ‘DAN
. BELANJA DAERAH

i A FORMAT BERITA ACARA EVALUASI HIBAH BERUPA UANG

: . BERITA ACARA EVALUASI o |
- USULAN PERMOHONAN BANTUAN HIBAH BERUPA UANG TAHUN ANGGARAN
o Hlbah Kepada SR Pemermtah/ Pemenntah Daerah Lamnya / Badan Usaha M111k
s - .. Daerah/ Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (*
o Bldang S P perekonomlan/pendldlkan/ kesehatan/ keagamaan/keseman/adat -
SR T - vlstxadat/ keolahragaan non profesxonal(*)
. SKPD Yang Mengeva.luasx | |
- L EVALUASI- '

- A. DATA PROPOSAL
-1. Nama Organisasi/Kelompok @

2. Alamat Organisasi/Kelompok

3. Ketua / Pengurus/ Pemohon .
4. Lokas1 keglatan Lo

4. Volume keglatan o S
“-35 Jumlah Bantua.n C . :Rp.

v‘B Tim Evaluas;

U Nama -

O NIP

‘ Jabatan

- 2. Nama

NIP - :
Jabatan P

. .‘ 3 Nama ~-:-°

' NIP . -t
o Berdasarkan evalua81 ba1k admmlstram maupun lapangan yang dllaksanakan pada ,
. tanggal.....ceeveernnns reeverveeeeesbertemu © dengan’ | i . :
-8€laKU...coveureriresnsesssesesenensinnnn.nn. hasilnya adalah sebagai berikut : ’ S
1. Kriteria pemberian hibah memenuhi/ tidak memenuhi kntena *) '
2. Kelengkapan administrasi penerima hibah sesuai perbup lengkap/ tldak lengkap *)
"+ 3. Kesesuaian kegiatan dengan proposal sesuai / tidak sesuai *} - .
4, :Keglatan tersebut belum dimulai / sedang dimulai / selesai d:laksanakan *)
5. Manfaat keg1atan : , :

"6.:” Kegiatan tersebut menun_]a.ng / tldak menunjang *)pencapalan sasaran program dan
SR ckeglatan pemerintah daerah : LT , .
T Keterangan Lainnya:

.........................................................................................................................................

o CIL REKOMENDASI

‘ 'Berkenaan dengan hal tersebut proposal dlmaksud oleh T1m Evaluam dinilai layak/tidak -

- layak*) untuk diberikan bantuan hibah sebesar Rp. ....... eeieeieranredr e aare
Demlkxan benta acara evaluas1 ini dlbuat untuk dapat dlpergunakan sebagannana mestmya
' SRR - . ‘Mengesahkan, -
Kepala SKPD . teeeseeeeerisiunnnnanianars

Keterangan o N
*) coret yang tldak perlu R



B F ORMAT BERITA ACARA EVALUASI HIBAH BERUPA BARANG/JASA

: BERITA ACARA EVALUASI
USULAN PERMOHONAN BANTUAN HIBAH BERUPA BARANG/JASA TAHUN ANGGARAN .......
~ Hibah Kepada . i Pemerintah/ Pemerintah Daerah Lainnya / Badan Usaha Milik
P Daerah/ Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (*
Bldang - : perekonomian/pendidikan/kesehatan/keagamaan/ keseman/ adat
' S istiadat/ keolahragaan non profesmnal(*)

SKPD Yang Mengevaluam :

I. EVALUASI

A. DATA PROPOSAL .

1. Nama Organisasi/Kelompok  :
2. Alamat Organisasi/Kelompok

3. Ketua / Pengurus/ Pemohon

4. Lokas1 kegiatan

4. Volume kegiatan . s
5. Jumlah Bantuan . tRp.-

‘B. Tim Evaluasi
1. Nama -
NIP
Jabatan
2. Nama
NIP
Jabatan :
3. Nama
Jabatan o ' :
Berdasarkan evaluasi baik administrasi maupun lapangan yang dﬂaksanakan pada
tanggal.....ccvcecrecnicecrnrensisennans caeees . bertemu = dengan - @ i rremerrerressesarnaenas
selakUu.....cooeevees eeeareresenereneneesennee.Nasilnya adalah sebagai berikut : o :
1. Kriteria pemberian hibah memenuhi/ tidak memenuhi kriteria *)
2. Kelengkapan administrasi penerima hibah sesuai perbup lengkap/ tidak lengkap *) .
3. Kesesuaian kegiatan dengan proposal sesuai / tidak sesuai *)
4. Kegiatan tersebut belum dimulai / sedang dimulai / selesai dilaksanakan *)
5. Manfaat kegiatan : : :
6. Kegiatan tersebut menunjang / tidak menunjang *)pencapeuan sasaran program dan
.~ kegiatan pemerintah daerah. :
7. Keterangan Lainnya:

---------------------------------------------------------------------------------------------- VveatnesreanensasitarrsananttanTITIRTaaDee

~ 1L REKOMENDASI

Berkenaan dengan hal tersebut proposal dimaksud oleh T1m Evaluasi dinilai layak/tidak
layak *)
untuk dlbenkan bantuan  hibah barang berupa ceernsreenianerarranne sejumlah

..................................................

Demikian benta acara cvaluas1 ini dxbuat untuk dapat dlpergunakan sebagaxmana mestinya.

* Mengesahkan, :

 Kepala SKPD ...cooniienniiieninenns
| NIP. woovecriasnnsanesersssssnrissaesensassns
Keterangan ‘ : :
,*) coret yang tidak perlu



C. FORMAT BERITA ACARA EVALUASI BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG

- BERITA ACARA EVALUASI
USULAN PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL BERUPA UANG TAHUN ANGGARAN .......
. Bantuan Sos:al Kepada : Pemermtah/ Pemenntah Daerah Lamnya / Badan Usaha Milik
Daerah/ Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (*
Bidang = .. :perekonomian/pendidikan/kesehatan/keagamaan/kesenian/adat
‘ istiadat/ keolahragaan non profesional(*

SKPD Yang Mengevaluam

- I. EVALUASI

A. DATA PROPOSAL

1. Nama Organisasi/Kelompok

2. Alamat Organisasi/Kelompok
3. Ketua / Pengurus/ Pemohon
-4, Lokasi kegiatan

*e we o a

4, Volﬁme l;egiatan : L
- 5. Jumlah Bantuan : Rp.

B. Tim Evaluasi
1. Nama
NIP
Jabatan
2. Nama
~ NIP
Jabatan
3. Nama
NIP :
Jabatan
Berdasarkan evaluasi baik administrasi maupun lapangan yang dllaksanakan pada
tanggal.....ccocveerinnnin, crrvreearens oo’ bertemu dengan D ivessessvercircansoreressansannarsssansens
T selakl.. i enernens hasilnya adalah sebagai benkut
1. Kriteria pemberian hibah memenuhi/ tidak memenuhi kriteria *)
.+ 2. Kelengkapan administrasi penerima hibah sesuai perbup lengkap/ txdak lengkap *)
3. Kesesuaian kegiatan dengan proposal sesuai / tidak sesuai *)
4. Kegiatan tersebut belum dimulai / sedang dimulai / selesai dilaksanakan *}
S. Manfaat kegiatan : . .

6. Keterangan Lainnya:

REKOMENDASI

. Berkenaan dengan hal tersebut, proposal dlmaksud oleh Tim Evaluasi dinilai layak/tidak
layak*) untuk diberikan bantuan sosial sebesar Rp. ...c.cecvriereercccceciareroenae
Demikian berita acara evaluasi ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengesahkdn,
Kepala SKPD .....cccoveeivriinisnennnnes
_ D\ § 2PN
Keterangan :
*) coret yang tidak perlu



D. FORMAT BERITA ACARA EVALUASI-BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG/JASA

- BERITA ACARA EVALUASI
USULAN PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG/JASA TAHUN ANGGAR.AN .......

Bantuan Sosml Kepada : Pemermtah/ Pemerintah Daerah Lainnya / Badan Usaha Milik
‘ Daerah/ Badan, Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan (*
‘Bidang : perekonomian/pendidikan/kesehatan/ keagamaan /kesenian/adat
R ' 1st1adat/ keolahragaan non profesxonal(*

SKPD Yang Mengevaluasi :
I. EVALUASI

A, DATA PROPOSAL

. Nama Organisasi/Kelompok

. Alamat Organisasi/Kelompok  :
. Ketua / Pengurus/ Pernohon -

. Lokasi kegiatan -

. Volume kegiatah o
. Jumlah Bantuan - :Rp.

. Tim Evaluasi
. Nama
NIP
Jabatan
2. Nama
NIP
Jabatan’
3. Nama
NIP
Jabatan , .
Berdasarkan evaluasi baik administrasi maupun lapangan yang dilaksanakan pada
tanggal....civiieiininiincrcenrenieeracine bertemu . dengan . 1 ccisesssescearnsnesessasaies
SElAKU..ciuinieneenerncanernerarsernnrons .....hasilnya adalah sebagai berikut : ’ o
1. Kriteria pemberian hibah memenuhi/ tidak memenuhi kriteria *)
2. Kelengkapan administrasi penerima hibah sesuai perbup lengkap/ tidak lengkap *)
3. Kesesuaian kegiatan dengan proposal sesuai / tidak sesuai *)
4
5

—E D DWN e

. ‘Kegiatan tersebut belum dimulai ] sedang dimulai / selesai dilaksanakan *)
. -Manfaat keglatan

.........................................................................................................................................

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I, REKOMENDASI

Berkenaan dengan hal tersebut, proposal dlmaksud oleh Tlrn Evaluas1 dinilai layak/tldak.
layak *)
untuk dxbenkan bantuan  sosial  barang berupa ...................... se_]umlah

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Demlklan berita acara evaluasi ini dibuat untuk dapat d1pergunakan sebagaunana mestinya.

Mengesahkan, ‘
" Kepala SKPD .....ccveveeeerrmrrrrneneens
, NIP. cuouereeeerrrenereseansenseesassassesases
Keterangan : ‘ ’
*) coret yang tidak perlu



E. FORMAT PERTIMBANGAN TAPD

Nomor
Sifat

Lampiran :
 Perihal

Karaiiganjrar, ..... ........
. . - Kepada '

: Segera Yth. BUPATI KARANGANYAR
: Hasil Pertimbangan = . . KARANGANYAR

Permohonan Bantuan
Hibah dan Sosial

‘Sesuai dengan  Peraturan Bupati Karanganyar Nomor ...
Tahun ....ccc..... tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan
Sosial serta memperhatikan hasil evaluasi permohonan belanja
hibah dari SKPD terkait, kami telah melakukan penelaahan
disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan
mempertimbangkan prioritas pemenuhan belanja urusan Wajlb
yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. '

Berdasarkan hasil penelaahan tersebut, kami melaporkan
bahwa yang melakukan evaluasi permochonan belanja hibah
pada ...... (nama SKPD)......... , dengan jumlah permohonan
sebanyak ......... proposal senilai Rp. ....ccoveivnnnns .

Dan berdasarkan hasil penelahaan kami dapat
dipertimbangkan untuk disetujui sebanyak ...... proposal senilai
RpP. v , yang terdiri dari : ,

Jumlah Proposal Nilai (Rp.)

‘No. Nama SKPD

Uang Barang | Uang Barang

WIN |~

Jumlah

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, kami sampaikan
Daftar Nominatif Calon Penerima Belanja Hibah dan Bansos
untuk masing-masing SKPD.

Demikian, atas perkenan dan persetujuan Bapak
diucapkan terima kasih.

SEKRETARIS DAERAH
SELAKU
'KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

e




F. FORMAT NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH (NPHD)

L HIBAH BERUPA UANG

' PERJANJIAN HIBAH

~ ANTARA | )
- PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYARV o
DENGAN
NOMOR
TENTANG
HIBAH....coiiteurereereceeeseneeisennressneenns M
- Pada hari ini .............. eesrnees , tanggal rrererseereerersrees DUIAN ceorereeeeeanne tahun
errerenereteanernesanraens yang bertanda tangan di bahwa ini: '
1 @ ' @

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama
Pemerintah Kabupaten Karanganyar, yang

berkedudukan di.....ccccevereeeiiniiiinccinnnenininnieen.
eveterrre e aataarrarrra e , selanjutnya disebut
PIHAK KESATU
2 e, O SO ST SSU L O URRUR )
| | ~ dalam  hal ini untuk dan atas
TGN erurrereesasrasreornscncsnernssnsasansnrsnsonssssansanee ©)
yang berkedudukan di........ccceeiiiicniiinnnnnne,

................. selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama disebut
PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa demi kepentingan
pengembangan bersama dan dilandasi oleh keinginan bersama untuk saling

- membantu sesuai kemampuan dan fungsi masing-masing untuk berperan
serta di dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah
dan dengan dldasarkan pada

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006; S

‘2. Peraturan Menteri Dalam. Negen Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali

~ terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman
- Pendaftaran Organisasi Kemasyarakatan di lingkungan Kementerian Dalam
Negen dan Pemerintah Dacrah



9.

. Peraturan Mcnten Hukum dan Hak Asasi Manusm Nomor 6 Tahun 2014
‘tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2018 tentang

Hibah dan Bantuan Sosial, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten
Karanganyar Nomor 88 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun
2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar
Nomor 88)

. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor ..... ‘Tahun ....... tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran .........
(Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun ....... Nomor ....); ‘

. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor .....Tahun ......... tentang Penjabaran

Anggaran Pendapatan dan Belan;a Daerah (Benta Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun ........ Nomor .....);

. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor ~ Tahun tentang Pedoman

Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun Nomor - };
Keputusan Bupati Karanganyar Nomor Tahun ....... tentang Penetapan

B 03t e T-HER 3 § 1 071 o U

- maka PARA PIHAK sepakat untuk membuat Per_]anjlan Hibah dengan

ketentuan sebagai benkut

(1)

- BABI v
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH
Pasal 1
PIHAK KESATU membenkan hibah kepada PIHAK KEDUA berupa uang
sebesar | 13 o T (conrsnncvernnsencenranrensmecenrocieiesecenens .rupiah)

- yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

(2)

Karanganyar Tahun Anggaran............ dengan kode rekening..........c..ce.....
Hlbah‘ sebagaumana dimaksud pada ayat (1) dlpergunakan untuk:

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

‘dengan rincian penggunaan sebagaimana tersebut dalam proposal yang

- merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini.

(3)

(1)
@)

Penggunaan dana sebagmmana dimaksud pada ayat (2) bertujuan untuk
9

AP e R EvEees 000 sesP e Ean esses i Rsasitareads i sisetotnaEnsenerietior ensssnesacestistosroseacnrecsnotorsrressoancassns

BAB I
PENCAIRAN DANA HIBAH

. - Pasal 2 '
Penca1ran dana hlbah sebagaimana dlmaksud dalam Pasal 1 dilakukan

sesuai alokasi yang ditetapkan.

Untuk pencairan dana hibah, PIHAK KEDUA mengajukan permohonan
kepada PIHAK KESATU, dengan dilampiri:

a. Naskah Perjanjian Hibah; -

b. Pakta Integritas dari PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa hibah yang

)

diterima akan dlgunvakan sesuai dengan Perjanjian Hibah. .
c. Hibah yang ditujukan untuk pekerjaan fisik konstruksi, dilampiri RAB/
rincian penggunaan dan gambar serta foto 0% (nol persen).
PIHAK KEDUA setelah menerima dana hibah dari PIHAK KESATU, Segera
melaksanakan kegiatan dengan berpedoman pada ketentuan perundang
.undangan yang berlaku.



— | BAB m ST
o HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

. Baglan Kesatu ]; ];.‘ = -
Hak dan chapban P1hak Kesatu

LT .(1) PIHAK KESATU berhak menunda penca1ran dana hlbah apablla PIHAK' ‘
- KEDUA tidak/ belum memenuhl persyaratan yang dltetapkan '

g 5‘5. (2): fPIHAK KESATU berhak- melaksanakan evaluaSI dan morutbrmg atasfk“ |

o penggunaan dana hibah berdasarkan laporan pertanggung]awaban o
" penggunaan dana yang d1sampa1kan kepada PIHAK KEDUA. . o

o ,"_}»-:F(S)vaIHAK 'KESATU berkewapban segera- ‘mencairkan dana hlbah apablla o

- _seluruh persyaratan dan- kelengkapan berkas pengajuan pencairan dana
o telah dipenuhi oleh PIHAK KEDUA: dan menyatakan lengkap dan benar"'
'melalul venﬁkas1 oleh Pemerlntah Dacrah L v '

S Baglan Kedua : T
o Hak dan Kewajlban Plhak chua B

o o - Pasal4 S o
- (1) _PIHAK KEDUA Melaksanakan dan bertanggung]awab penuh atas‘

jpelaksanaan ‘program dan keg1atan yang didanai dari hibah yang ‘telah

L "_'fdlsetu3u1 PIHAK KESATU dengan berpcdoman pada ketentuan perundang-j '
o :‘_undangan AR _
~ (2) PIHAK KEDUA Wajlb melaksanakan pengadaan barang dan _}asa sesuai
. dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. ‘

L (3) PIHAK KEDUA mempertanggung]awabkan penggunaan hlbah mellputl

o a laporan penggunaan ‘hibah;
A b surat pernyataan. tanggung Jawab yang menyatakan bahwa hlbah yang
dltenma telah d1gunakan sesuai Per_]anpan Hibah; dan . -

. e buku bukti- pengeluaran yang lengkap dan sah seSual peraturan”"v:" -

L perundang—undangan I . S o
- (4) Pertanggungjawaban sebagalmana dlrnaksud pada ayat (3) huruf a dan
huruf b dlsampalkan kepada Bupatl melalm PPKD dengan ternbusan SKPD c

B terkeut pahng lambat tanggal ....iviveeeereeieireerinnenen 0

:: . (S) 'Pcrtanggung;awaban sebagalmana dlmaksud pada ayat (3) huruf c

:dls1mpan dan d1pergunakan , oleh penenma : hlbah selaku ' obyek : "
: -pemerlksaan S S : ’

: 6) Apablla sampau berakhlrnya tahun anggaran ma31h ter31sa dana .
- hibah, PIHAK KEDUA Wajlb menyetor kembah 31sa dana hibah ke rekenmg i

Kas Daerah Kabupaten Karanganyar

S BABIV AT
JANGKA WAKTU PERJANJIAN ':

Perjanjlan Hlbah ini- berlaku sejak d1tandatangan1 PARA PIHAK sampal

dengan - dan dapat d1perpan_1ang sesuai dengan 81tuas1 dan kOIldlSl o o

 PARAPIHAK. =



(.

@).

(1).

- BAB V :
KEADAAN KAHAR/ FORCE MAJEUR

- Pasal 6
Apablla tidak terlaksananya Perjanjian Hibah oleh PARA PIHAK sebagai
akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (keadaan kahar)
antara lain bencana alam, gempa bumi, angin topan, huru-hara,
kebakaran dan perang, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan
tertulis paling lambat 7 (tuJuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan

- kahar tersebut.
(2).

Apabila terjadi keadaan kahar maka atas dasar laporan PARA PIHAK,
akan: diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi
tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut. '
Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya
keterlambatan atas pelaksanaan Peljan_uan Hibah oleh PARA PIHAK tidak
merupakan alasan untuk membatalkan perjanjlan kerjasama ini. '

"BABVI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

' ' ‘  Pasal 7 : o C
Apablla terjadi persehslhan maka PARA PIHAK sepakat untuk

. _menyelesaikan dengan cara musyawarah/ mufakat.

(@)

(1).

Apabila cara musyawarah/ mufakat belum menyelesaikan masalah, maka
PARA PIHAK sepakat mengajukan penyelesaian masalah melalui upaya
hukum dengan memilih kedudukan tetap di Kantor Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Karanganyar.

~ BABVII
- PENUTUP

‘ Pasal 8
Hal hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjan_uan Hibah ini

akan diatur dan ditentukan secara tersendiri oleh PARA PIHAK dalam
bentuk Perjanjian Tambahan (addendum) yang merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari - Perjanjian Hibah ini.



(2) Perjanjlan Hlbah ini d1buat dalam rangkap 3 (tlga), (satu) dengan mmute‘ .

- sebagai arsip, 2 (dua) - masmg-masmg d1tandatangan1 PARA PIHAK e
- bermaterai Rp 6000,00 dan memiliki kekuatan hukum yang sama, serta
S untuk keperluan adrmmstram dapat dlbuat tembusan sesuai kebutuhan

- PIHAK KEDUA B  PIHAK KESATU

ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

e Keterangan 2

‘Jenis keg1atan Hlbah o ' LT L
. Nama Pemberi Hibah (Bupatl/ Kepala SKPD sesual kewenangannya)

Jabatan Pemberi Hibah : , :
. Nama Penerima Hibah

“Jabatan Penerima Hlbah

~Instan31/ orgamsam yang d1wak111nya _ e a .
. Diisi-. dasar hukum - perjanjian B hlbah (dlsesualkan ‘ dengan\ o
_' perkembangan/ perubahan ‘peraturan perundangan yang berlaku) S
. Diisi rincian penggunaan dana h1bah perhatlkan ketentuan Pasal 4 ayat. ,
- (3) dan ayat (4) o : -
. Diisi | tujuan dana hlbah (mlsalnya pemngkatan transporta51 desa

o 'pemngkatan pemberdayaan kelembagaan pemngkatan ketrarnpllan, dan
. sebagainya) .
‘ 10 D1131 tanggal penyelesalan SPJ yang harus dlsetor (d1131 oleh petugas)



S 7n HIBAH BERUPA BARANG/JASA

o PERJANJIAN HIBAH

B © ANTARA R IN
SR PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR‘
. -; : B ,DENGAN ~
NOMOR: —
HIBAH..........cecvoviee eeriiriereisieiessieadenras @
B F"Pa'da"hari’fim tanggal i bulan tahun
........... yang bertanda tangan d1 bahwa ini: S
) e @
. dalam hal ini bertlndak untuk dan atas nama.
o N Pemerintah  Kabupaten Karanganyar ~yang -
R berkedudukan dI..;...,;...‘ ................................. .
- Lo , selan_]utnya dtsebut e
' PIHAK KESATU. | - |
2 ................................... (4) C edesessecsens ............... ®)
- " dalam  hal ini untuk dan = atas
SRS T: 1T VO SO SRR ERTITR _.(6) :
. yang berkedudukan di....... FOP . e
g e _"'F- .v.;.’...seIan]utnya d1sebut PIHAK KEDUA o

o vPIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama—sama dlsebut'
PARA PIHAK, dengan terlebih dahulu menerangkan bahwa - demi kepentingan
-’pengembangan bersama dan dllanda,51 ‘oleh keinginan bersama untuk saling

' _membantu:  sesuai kemampuan dan fungsi masmg-masmg untuk berperan
“serta di dalam penyelenggaraan pernerlntahan dan pembangunan daerah o

- dan dengan dldasarkan pada

Peraturan Menten Dalam Negcn Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman .

'Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagalmana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
- tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 13_ '
- Tahun 2006; g R _ |

. Peraturan Menteri Dala.m Negen Nomor 32 ’I‘ahun 2011 tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan ‘Bantuan Sosial yang Bcrsumber dari Anggaran
- Pendapatan dan Belan_]a Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali.
- terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016
' tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negerl Nomor 32 =
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan 8031a1 yang'_ ’

Bersumber darl Anggaran Pendapatan dan Belan_]a Daerah;

;,Peraturan Menten Dalarn Neger1 Nomor 33 Tahun 2012 tentang Pedoman

Pendaftaran Orgamsam Kemasyarakatan ‘ d1 11ngkungan Kementenan :

- Dalam Negen dan Pemermtah Daerah;

' Peraturan Menten Hukum dan Hak Asa81 Manusxa Nomor 6 Tahun 2014 -
vtcntang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan, R .



5. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 ’I‘ahun 20 18 tentang
Hibah dan Bantuan Sosial, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten
Karanganyar Nomor 88 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar
Tahun 2018 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Karanganyar Nomor 88)

6. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor ..... Tahun .......

' tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

S .. (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun.... Nomor ....);

7. Peraturan Bupati Karanganyar . Nomor ..... .Tahun ......... tentang
- Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Benta Daerah
Kabupaten Karanganyar Tahun ........ . Nomor .....);

8. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor = Tahun tentang Pedoman
Pemberian Hibah dan Bantuan "Sosial (Berita Daerah Kabupaten
S Karanganyar Tahun Nomor ); .
- 9. Keputusan Bupati - Karanganyar Nomor ’I‘ahun ....... tentang Penetapan
~ Penerima Hibah .............c........ ‘
“maka PARA PIHAK  sepakat untuk membuat Perjanjian Hibah dengan
' ketentuan sebaga1 benkut .

BAB I :
- JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

Pasal 1

(1) PIHAK KESATU memberlkan hlbah kepada PIHAK KEDUA berupa
rerererereneneanenns (8)sejumlah....' ........................ dengan nilai Rp........ (ceoneeenn
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Karanganyar Tahun Anggaran ............ ‘dengan kode rekening...........oeeu.

(2) Hibah sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dlpergunakan untuk.........

- BAB II
~ PENYERAHAN HIBAH

Pasal 2

(1) Penyerahan hibah sebagaxmana dunaksud dalam Pasal 1 diserahkan oleh
PIHAK KESATU pada PIHAK KEDUA sesuai alokasi yang ditetapkan.

(2) Untuk penyerahan hibah sebagaimana dimaksud ayat (1), PIHAK KEDUA
mengajukan permohonan kepada PIHAK KESATU, dcngan d11amp1r1

-a. Naskah Perjanjian Hibah; :
b. Pakta Integritas dari PIHAK KEDUA yang menyatakan bahwa hibah

yang diterima akan digunakan sesuai dengan Perjanjian Hibah.
(3) PIHAK KEDUA setelah menerima hibah dari PIHAK KESATU segera
melaksanakan kegxatan dengan berpedoman pada ketentuan perundang‘
undangan yang berlaku. ’ : :



@ S
~ disimpan dan . dlpergunakan ~oleh penerlma , hlbah selaku obyek“_“
~ pemeriksaan. B - |

e

e BAB III u PR
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Baglan Kesatu e
Hak dan Kewajlban thak Kesatu

: - Pasa13 . ; ' el
PIHAK KESATU berhak menunda penyerahan hlbah apablla PIHAK

, .KEDUA tidak/ belum memcnuh1 persyaratan yang ditetapkan. : o
PIHAK KESATU berhak melaksanakan evaluasi dan monltormg atas D
; _penggunaan “hibah berdasarkan laporan pertanggung]awaban yang o
- ,dlsampalkan kepada PIHAK KEDUA. == CiL e
PIHAK KESATU berkewa_uban segera menyerahkan hxbah apablla seluruh ST
. persyaratan dan kelengkapan berkas pengajuarx telah d1penuh1 oleh PIHAK

- KEDUA dan menyatakan Iengkap dan benar rnelalul ver1ﬁkas1 oleh
o Pemerlntah Daerah ' SO ' o

f_(1)

»a,ﬂ_men_]aga keamanan, memehhara dan menggunakan barangv’s'e,sua_i} B

Baglan Kedua .
Hak dan Kewa_]lban Plhak Kedua L

o L Pasal4
PIHAK KEDUA berkewajlban

’ ’v'dengan fungsmya

N b menanggung biaya opéraswnal dan pemehharaan serta perbalkan atas :

o -;kerusakan barang hibah. o . R ‘
o c."..:'dllarang memmdahtangankan, menggadalkan atau untuk _]amman T

’f;(z)

1 d. ""tldak mehggunakan barang hlbah untuk keglatan yang bertentangan‘l ' -

"’dengan peraturan perundang—undangan o
PIHAK KEDUA mempertanggung]awabkan penggunaan hlbah yang: R

i mehput1

- a. laporan penggunaan h1bah

:,'b surat pernyataan tanggung _)awab yang menyatakan bahwa hlbah yang .

‘diterima telah chgunakan sesuai Perjan_]lan Hibah; dan

: vc buktl-buktl yang lengkap dan sah buktl serah terlma bafang/ Jasa sesuai -

G

peraturan perundang—undangan L . .
»Pertanggung]awaban sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) huruf a dan

_huruf b dlsampalkan kepada Bupati melalu1 Kepala SKPD terkait paling

‘lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran benkutnya kecuall
" v:dltcntukan lain sesuai peraturan perundang-undangan

»Pertanggung]awaban sebagaimana dlmaksud pada ayat (2) huruf ¢



BAB IV
JANGKA WAKTU PERJANJIAN

Pasal 5
vPerJanjlan Hlbah ini berlaku sejak ditandatangani PARA PIHAK sampai -
dengan ......coieeeenens ......dan dapat dxperpanjang sesuai dengan situasi dan
kondisi PARA PIHAK. ~
BABV

KEADAAN KAHAR/ FORCE MAJEUR

‘ Pasal 6 :
(1). Apablla tldak terlaksananya Perjanjian Hibah oleh PARA PIHAK sebageu .
akibat dari suatu hal yang terjadi di luar kemampuan (keadaan kahar)
antara lain bencana alam, gempa bumi, angin topan, huru-hara,
-kebakaran dan perang, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan
tertulis paling | lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan
' kahar tersebut. .
(2). Apabila terjadi keadaan kahar, maka atas dasar laporan PARA PIHAK
akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasr
- tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
(3). Keadaan kahar yang mengakibatkan tidak terlaksananya atau terjadinya
keterlambatan atas pelaksanaan Perjanjian Hibah oleh PARA PIHAK tidak
merupakan alasan untuk membatalkan perjanjian kerjasama ini. :

- BAB VI
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

‘ ' Pasal 7 '
(1), Apaf)ila terjadi perselisihan, maka PARA PIHAK - sepakat untuk.
menyelesaikan dengan cara musyawarah/ mufakat.
2. Apabila cara musyawarah/ mufakat belum menyelesaikan masalah, maka
PARA PIHAK sepakat mengajukan penyelesaian masalah melalui upaya
hukum dengan memilih kedudukan tetap d1 Kantor Kepaniteraan
Pengadllan Negen Karanganyar ‘ '

~ BAB VI
' PENUTUP

- v : | Pasal8 : ' 5
(1). Hal hal yang belum atau tidak cukup diatur dalarn Perjan_]lan Hibah ini

akan diatur dan ditentukan secara tersendiri oleh PARA PIHAK dalam
bentuk Perjanjian Tambahan(addendum) yang merupakan baglan yang
udak terplsahkan dari Perjanjian Hibah ini. '



Nemsewn

(2) Perjanpan Hlbah 1n1 dlbuat dalam rangkap 3 (Uga), 1 (satu) dengan mmute

sebaga1 arsip, 2 (dua) masmg-masmg d1tandatangan1 PARA PIHAK

8.
9.
‘10. D11s1 penggunaan h1bah

oooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo

- Keterangan:

| bermaterai Rp. 6000,00 dan memiliki kekuatan hukum yang sama, serta .
S untuk keperluan adm1n1stra31 dapat dlbuat tembusan sesuai kebutuhan ”

PIHAK KEDUA PIHAK KESATU

------------------------------------------------

Jenis keglatain H1bah

. 'Nama Pemberi Hibah (Bupatl / Kepala SKPD sesua1 keWenangannya)
,_Jabatan Pemberi Hibah " e . ,
+ Nama Penerima Hibah -

Jabatan Penenrna Hlbah

v Instans1/ orgamsam yang d1wak111nya » SR S o
. Diisi | dasar . hukum - perjanjian h1bah (d1sesua1kan , dengan L
vpcrkembangan/ perubahan peraturan perundangan yang berlaku)

~ Diisi barang/ jasa yang dihibahkan - : il p

Diisi nilai barang/jasa yang d1h1bahkan‘ S




o G FORMAT LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH DAN BAN’I‘UAN SOSIAL |

I LAPORAN PENGGUNAAN DANA HIBAH / BANTUAN SOSIAL BERUPA
UANG e S R

- Uang yang dltenma

: n ’I‘ahap 1. o EERE: Rp : - TN A
_:jTahap 2 Rp o -
S Jumlah - RP o - v‘ S

) v.: v::; Penggunaan o :‘ ::» ! Rp

Slsa S

I e (d11s1 Jems pengeluaran, mlsal belan_]a barang habls pakax)

No | Jenis ”V‘olume ~. . |Harga Satuan_, o Jumlah

' Jumlah Belan_]a N | |Rp.
Barang bhabvls_ S I R
ekt

oom Rekéﬁiztula,siﬂ.Pénggu'riaén’~Daﬁa s

b O Belanja Barang Habls Pakal

- I

‘ Total Biaya~ .~ - . .o .Rp}.

Tempat tanggal bulan, tahun _
Ketua/ Penanggung Jawab / Penerlma

o Tandatangan SRR
' (Nama Terang)
©Jabatan -



BARANG

, 11 LAPORAN PENGGUNAAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL BERUPA R

No.'

Jems Barang

volume = . | penggunaan

Tempat tanggal bulan tanggal

o .‘:-Ketua/ Penanggung Jawab / Pcnenma

Tanda tangan f
~ (Nama Terang)
Coe Jabatan




H. FORMAT PAKTA INTEGRITAS

1. Pakta Integritas Penerima Hibah

PAKTA INTEGRITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini: -
Nama
Jabatan o
~ No. Idéntitas )
Alamat
~ Dalam ' hal  ini bertindak ~ untuk  dan atas ~ nama
ceeirenerens ........................... menyatakan dengan sesungguhnya
. bahwa dalam rangka o penggunaan - dana  pelaksanaan
B S P - |
1. Akan ;memétuhi semua ketentuah dan keivajiban dalam rangka
pelaksanaan perjanjian hibah sebagaxmana tercantum dalan Pchan_]lan
.Hlbah » ' . ' Lo v antara

2. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
3. Akan bertangéung jawab penuh terhadap vp}enggunaan hibah
4. apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini,
/bersedla menerima sanksi admlmstratlf dlgugat secara perdata dan/atau
dllaporkan secara pldana ’ '

‘Karanganyar

oooooooooooooooooooooooooooooooooooo

Materai

6000

Keterangan: . '

1. diisi nomor KTP SIM / Paspor

2. diisi penerima hibah, misal: pemerintah pusat /pemerintah daerah
lainnya/BUMN/BUMD/badan/lembaga/ orgamsam kemasyarakatan '
yang berbadan hukum ,

3. diisi jenis kegiatan hibah



I Pakta Integritas Penerima Bantuan Sosial
| PAKTA INTEGRITAS
Yang bertanda tangan dibawah ini :
. Nama v v .
‘Jabatan
No. Identltas
Alamat |

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas NAMA vevieeeeereeeereeesssenes reeeenens eeene @

'menyatakan bahwa dalam rangka pela.ksanaan pembenan bantuan

i. Tidak akan melakukan praktik‘ Korupéi, KoluSi, dan Nepbtismé' ’

2. Akan memndaklanjutl pembenan bantuan sosial sesuai usul yang

dlsarnpalkan kepada Bupati. ’ ' |

3. Akan bertanggung jawab penuh terhadap penggunaan bantuan sosial.

4, Pertanggung]awaban atas penggunaan dana bantuan sosial kami
" sampaukan kepada Bupati Karanganyar cq chala SKPD Pengelola bantuan.
~ Sosial pahng lambat tanggal......... : ‘ v
S. apablla melanggar hal- hal yang d1nyatakan dalam PAKTA INTEGRITAS ini,

bersedia menerima sank31 adxmmstratlf dlgugat secara perdata dan/atau

. dllaporkan secara p1dana

"’Karahganyar ‘

ooooooooooooooooooooooooooo

Keterangan:

1. diisi nomor KTP,SIM/ Paspor

2. diisi penerima Bantuan Sosial
3. diisi jenis bantuan sosial



L. FORMAT SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

L Surat Pernyataan Tanggung Jawab Penerlma Hibah
- * SURAT PERNYATAAN

Yailg bertanda tangan dibawah ini :
Nama { S ' |

J abatan
- No. Identltas )

~ Alamat o e . : v
‘Dalam hal ~ ini  bertindak  untuk  dan atas nama
.............. ceeenernnerssessnnstesnsesiessaresransennatl 1 o
'M'ehyatakan bahwa pelaksanaan BIBAN. e v ceeeverr e eseesessseeseens @ telah
sesuai dengan ketentuan yang terdapat Perjanjlan Hlbah antara pemermtah
Kabupaten
Karanganyar dengan......cccoeeeveenes . rrevnn Nomdr ........ ireeeras tentang...

.............. streeeressssesiosesenesenennees JApabila  terdapat = kesalahan _ataiu
kekeliruazn dalam 'pélaksanaanya,‘ maka menjadi tanggung jawab saya
sepenuhnya - - B |

| Demlklan surat pernyataan yang saya buat dan dapat digunakan

sebagalr_nana mestinya.

Karanganyar
Materai
6000

Keterangan
1. diisi nomor KTP,SIM/ Paspor S o .
2. diisi penerima hibah, misal: pemerintah pusat/pemerintah daerah
lainnya/BUMN/BUMD/badan/ lembaga / organlsa81 kemasyarakatan
- yang berbadan hukum '
3. diisi jenis kegiatan hibah



II. Surat pernyataan tanggung jawab penerima bantuan's:osial.}

. SURAT PERNYATAAN
Yang bertanda tangan dlbawah ini :
‘Nama | R S R : - , o ;

':"Jabatvanf,- R ‘ e -
No. Identitas M ' '

Alamat v
- Dalam hal ini bertindak untuk dan atas TAINA cererervereeeeseereeesssesesseeseseaens @
Meiiyatakan : bahwa pelaksanaan | : batuan sosial
eenrreeeenneaerereseenasraas S mtelah sesuai dengan usulan yang diajukan. Apabila

~ dalam pelaksanaan terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam pelaksanaanya,

maka akan menjadi tanggung jawab saya sepenuhnya
Demlklan surat pernyataan yang saya buat dan dapat d1gunakan

fsebagalmana mestinya.

Karanganyar .
Materai
6000
(emrerrerererenene e,

Keterangan -
1. diisi nomor KTP,SIM / Paspor -
2. diisi penerima Bantuan Sosial
3. diisi jenis bantuan sosial

BUPATI KARANGANYAR,

ttd

JULIYATMONO



J. FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG
DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG

L FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD

PEMERINTAH KABUPATEN
- SKPD . ............ S
o LAPORAN REALISASI ANGGARAN .
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER

Anggaran

Nl(}rn:i?:l,‘ o - Uraian ) Setelah | Realisasi (Klflzgg)
» ' 3 - Perubahan -
1 Pendapatan
1.1 Pendapatan Asli Daerah
1.1.1 Pendapatan pajak daerah
1.1.2 Pendapatan ‘retribusi
' daerah o
1.1.3 Pendapatan =~ hasil
pengelolaan . '
- Kekayaan daerah yang
- | Dipisahkan :
1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli
: Daerah yang Sah -
: ‘ ‘ Jumlah
2 - | Belanja

. 12.1 -~ | Belanja Tidak Langsung

2.1.1 | Belanja Pegawai

2.2 - | Belanja Langsung

2.2.1 [ Belanja Pegawai E

2.2.2 [ Belanja Barang dan Jasa

: - Hibah = barang/jasa yang

diserahkan ‘kepada plhak
ketiga/masyarakat

| - Bantuan sosial barang yang
diserahkan kepada  pihak
ketiga/masyarakat :

- Barang/jasa selain hlbah
3 dan bantuan sosial

2.2.3 | Belanja Modal

- Jumlah
Surplus / (Defisit)

__(Dalam Rupiah)



II. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD:

PEMERINTAH KABUPATEN ...... -
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD x
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER

‘ Dalam Ru 1ah
. g :
1 - | Pendapatan ’
1.2 Dana Perimbangan
1.2.1 Dana Bagi Hasil

1.2.1.1 Dana Bagi Hasil Pajak

1.2.1.2 Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/

~ Sumber Daya Alam

1.2.2 Dana Alokasi Umum
1.2.3 | Dana Alokasi Khusus ‘
1.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
1.3.1 Pendapatan Hibah
1.3.2 Dana Darurat .
1.3.3 | Dana Bagi Hasil Pajak dariProvinsi

| dan Pemerintah Daerah Lainnya
1.3.4 Dana Penyesuaian dan Otonomi

' Khusus
1.3.5 .| Bantuan Keuangan dari Prov1n51 atau -

_Pemerintah Daerah lainnya

Jumlah Pendapatan

Belanja

Belanja Tidak LangsunL

Belanja Pegawai -.

- Belanja Bunga

Belanja subsidi

Belanja Bantuan Sosial

1

2

3

4 __Belanja Hibah
5

6

. " Belanja Bagi Hasil
2.1.7 - Belanja Bantuan Keuangan
2.1.8 ._Belanja Tidak Terduga
2.2.3 - Belanja Modal S
: Jumlah Belanja
SURPLUS/{DEFISIT)
3 Pembiayaan Daerah
3.1 .. I.Penerimaan Pembiayaan Daerah
3.1.1 : Penggunaan SiLPA :
3.1.2 - Pencairan Dana Cadangan
3.1.3 - Hasil Penjualan Kekayaan
: Daerah yang Dipisahkan -
3.1.4 | Penerimaan Pinjaman Daerah
3.1.5 : Penerimaan Kembali Pemberian
© Pinjaman
3.1.6 - Penerimaan Piutang Daerah
- Jumlah Penerimaan
3.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah
3.2.1 : Pembentukan Dana Cadangan
‘1 3.2.2 . Penyertaan Modal (Investam}
. | Pemerintah Daerah
3.2.3 - Pembayaran Pokok Utang
3.2.4 - Pemberian Pinjaman Daerah

Jumlah Pengeluaran

Pembiayaan Neto

3.3 : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)




»III FORMAT KON SOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERIN’I‘AH

DAERAH
1. KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN  KEUANGAN
PEMERINTAH DAERAH ' - : o
No . Uraian SATKER | SATKE | PPK | Gabunga
: -1 [ R2 D . n
1 Pendapatan
2 Pendapatan Asli Daerah -
3 - Pendapatan pajak XXX XXX Xxx
daerah
4 - Pendapatan retribusi - XXX - XXX Xxx.
daerah : '
S - Hasil pengelolaan XXX XXX Xxx
- kekayaan daerah - . ' : B
- yang dipisahkan '
6 - Lain-lain PAD yang sah XXX XXX Xxx
7 Jumlah Pendapatan Asli XXX XXX Xxx
_ Daerah o o '
8 - | Dana perimbangan XXX Xxx
9 Lain-lain pendapatan yang o XXX Xxx
v sah - o K
10 : Jumlah XXX XXX XXX Xxx
| | pendapatan '

- 111 ‘| Belanja - . . a
12 | Belanja Tidak Langsung XXX - XXX XXX Xxx
12. | Belanja Pegawai XXX XXX XXX Xxx

11 : Y _ v _ v
112. | Bunga XXX Xxx
3 ' . v
12. | ‘Subsidi XXX Xxx
14 |-
12. Hibah v XXX Xxx
5 .; v
{12, | ‘Bantuan Sosial L x| Xxx
16 5, i .
-1 13 | Belanja Langsung XXX XXX Xxx
| Belanja pegawai XXX XXX Xxx -
Belanja Barang dan Jasa XXX XXX Xxx
1) Hibah barang/jasa XX XX
- yang. diserahkan .
kepada  pihak " )
ketiga/masyarakat XX XX XX
2) Bantuan sosial barang| -
yang dxserahkan S ’
kepada - pihak XX XX XX
ketiga/masyarakat
'3) Barang/jasa  selain
. hibah dan bantuan
sosial
BelanJa modal XXX XXX Xxx
14 | Jumlah XXX XXX XXX Xxx




belanja .
15 . Surplus / XXX XXX XXX Xxx
deﬁsxt
16 | Pembiayaan daerah o
17 | Penerimaan pembiayaan XXX Xxx
18 | Pengeluaran pembiayaan XXX Xxx
19 | Pembiayaan Xxx | Xxx
neto ' o
20 | Sisa lebih pembiayaan XXX Xxx
| tahun berkenaan ( SILPA ) ’ '

Pendatan

2. KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL
BERUPA BARANG DALAM LAPORAN = REALISASI ANGGARAN
: PEMERINTAH DAERAH

1 Pendapatan
2 . | Pendapatan Asli Daerah .Pendapatan Asli Daerah .
3 ‘Pendapatan pajak daerah XXX > Pendapatan pajak daerah XXX
4 Pendapatan retribusi daerah XXX »|  Pendapatan retribusi daerah XXX
5 - Hasil pengelolaan kekayaan — > Hasil pengelolaan kekayaan —
; daerah yang dipisahkan daerah yang dipisahkan :
6 Lain-lain PAD yang sah XXX > Lain-lain PAD yang sah XXX
7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah XXX Jumlah Pendapatan Asli Dacrah XXX
8 Dana perimbangan pod »| Dana transfer plsied
9 Lain-lain pendapatan yang sah XX »| Lain-lain pendapatan yang sah XXX
10 Jumlah pendapatan - XXX Jumlah pendapatan XXX
11 Belanja Belanja
12 Belanja Tidak Langsung XXX Belanja Operasi XXX
12.1| Belanja Pegawai oK Belanja Pegawai : XX
12.3f Bunga XXX Belanja Barang . XXX
12.4) Subsidi XXX
12.5| Hibah XXX Bunga - . XXX
12.6 | Bantuan Sosial XXX Subsidi XXX
13 Belanja Langsung XXX Hibah XXX
Belanja pegawai XXX Bantuan Sosial . i XXX
Belanja Barang dan Jasa . xxx Belanja Modal - XXX
1}JHibah  barang/jasa yang XX -
diserahkan kepada pihak :
ketiga/masyarakat '
2)Bantuan - sosial barang/jasa xx
yang diserahkan kepada pihak :
ketiga/masyarakat
3)Barang/jasa selain 1) dan 2) XX
Belanja modal XXX
14 Jumlah belanja : XXX Jumlah belanja XXX
15 - Surplus / defisit XXX Surplus / defisit XXX
16 Pembiayaan daerah Pembiayaan daerah
17 Penerimaan pembiayaan =~ - | @ XXX Penerimaan pembiayaan XXX
18 Pengeluaran pembiayaan XXX »[ Pengeluaran pembiayaan - XXX
19 Pembiayaan neto XXX > Pembiayaan neto XXX
20 | Sisalebih pembiayaan tahun XX Sisa lebih pembiayaan tahun XXX
berkenaan (SILPA) berkenaan (SILPA) :

BUPATI KARANGANYAR, -

TTD

JULIYATMONO




